BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI
RAYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan
Penerima Pensiun atau Tunjangan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan

Penerima Tunjangan, perlu diatur suatu
Peraturan KepalaDaerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tana Tidung
tentang Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga
Belas dan Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai
NegeriSipil dan Pejabat Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Tana Tidung

Mengingat . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
ten tang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4268);



10.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
S);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4750);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembarari Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana  telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua  Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Lembaran Negara Republik Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Peratutan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 92);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019
tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada
Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Republik
Indonesia, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun, dan Penerlma Tunjangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
93);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan  atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 4);
Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 49
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten
Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

PEMBERIAN GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS
DAN TUNJANGAN HARI RAYA BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA
TIDUNG
BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

(1) Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.



(2) Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNSadalah warga
Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

(3) Pejabat Negara adalah :
a. Bupati Tana Tidung dan Wakil Bupati Tana Tidung;
b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah
(4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(5) Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

(6) Gaji terusan adalah gaji yang dibayarkan kepada ahli waris
dari pegawai yang meninggal dunia sebesar gaji terakhir selama
empat bulan berturut- turut.

(7) CPNSadalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Tana Tidung

BAB II
GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA
Bagian Kesatu

Penerima Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya

Pasal 2

(1) Yang berhak menerima Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dan
Tunjangan Hari Raya adalah:

a. PNSdan Pejabat Negara;

b. Termasuk PNS yang diperbantukan pada Instansi
Pemerintah di Luar Pemerintah Kabupaten Tana Tidung
yang gajinya dibayarkan pada Pemerintah Kabupaten
Tana Tidung;

c. Calon PNS Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk
PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan
Negara atau yang diperbantukan di Luar Instansi Pemerintah

Bagian Kedua

Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas

Pasal 3

(1) Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas diberikan sebesar
penghasilan pada bulan Juni.

(2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar
penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya
penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap

diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas.



(3)

3)

(4)

(5)

(6)

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan,
tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau Tambahan
Perbaikan Penghasilan bagi PNS (TPP).

Pemberian Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan umum dan
tunjangan kinerja atau Tambahan Perbaikan Penghasilan
bagi PNS (TPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
dibayarkan pada bulan Juli.

Dalam hal Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan maka
pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak dikenakan potongan luran danl atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan,namun tetap dikenakan pajak penghasilan
dan ditanggung pemerintah.

Bagian Ketiga
Tunjangan Hari Raya
Pasal 4

Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar penghasilan 1 (satu)
bulan pada 2 (dua) bulan sebelum hari raya.

Dalam hal penghasilan  sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, maka
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan
Tunjangan Hari Raya.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan,
tunjangan umum dan tunjangan kinerja atau Tambahan
Perbaikan Penghasilan bagi PNS (TPP).

Pemberian Gaji Pokok, tunjangan keluarga, tunjangan
jabatan, tunjangan fungsional, tunjangan umum dan
tunjangan Kkinerja atau Tambahan Perbaikan Penghasilan
bagi PNS (TPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (3)
dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh)hari kerja menjelang Hari
Raya.

Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum dapat dibayarkan sebagaimana pada ayat (3),
maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan
berikutnya.

Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan potongan iuran danlatau potongan lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang—undangan, namun tetap
dikenakan pajak penghasilan dan ditanggungpemerintah.



BAB 1II
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5
(1) Dalam hal PNS dan Pejabat Negara menerima lebih dari satu

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal
4, Gaji dan Tunjangan Ketiga belas dan Tunjangan Hari

Raya diberikan salah satu yvang jumlahnya lebih
menguntungkan
(2) Apabila PNS, Pejabat Negara, menerima lebih dari satu

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4,
kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib

mengembalikan kepada negara sesual ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang
meninggal dunia atau tewas diberikan gaji dan tunjangan
ketiga belas sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima
pada bulan Juni.

(2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan
hilang diberikan gaji dan tunjangan Kketiga belas sebesar
penghasilan yang diterima pada bulan Juni.

Pasal 7
(1) Penerima gaji terusan dari PNS atau Pejabat Negara yang
meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya

sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua)
bulan sebelum bulan han raya.

(2) Penerima gaji dari PNS atau Pejabat Negara yang dinyatakan
hilang diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1
(satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari
raya.

Pasal 8
Pembiayaan
Pemberian Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas dan Tunjangan

Hari Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tana Tidung.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Mei 2019
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Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 22 Mei 2019
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BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 18
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